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ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk
social, karena di dalam akad jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi
kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Transaksi jual beli dimana
saja bisa terjadi tentu persaingan ini menjadi yang sangat luar biasa di Indonesia,
banyaknya pelaku usaha berbondong bondong membuat inovasi dalam usaha tak
halnya salah satunya yaitu usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi
salah satu menjadi usaha yang menjaminkan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini
untuk menjelaskan sistem standarisasi takaran pada pengisian bahan bakar umum dan
dilihat dari perspektif hukum islam terkait standarisasi takaran pada pengisian bahan
bakar umum.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan, observasi, wawancara
dan dokumentasi. Dalam metode ini analisis data yang digunakan adalah analisis data
kualitatif yaitu penulis menganalisis tentang standarisasi takaran stasiun pengisisan
bahan bakar umum dalam perspektif Hukum islam.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa bab penulis menemukan bahwa,
pemilik SPBU Mindi telah melakukan sesuai takaran yang berlaku standarisasi takaran
pengisian bensin tidak ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan untuk mendapat
keuntungan yang berlebih. Seluruh alat yang digunakan telah lolos uji tera ulang
dari pihak-pihak terkait dengan batas toleransi danya batasan toleransi karena adanya
kebijakan dari direktorat metrologi departemen perdagangan, batas toleransi yang
diberikan oleh pihak pertamina dan dalam perspektif hukum islam terkait jual beli di
SPBU mindi terkait standarisasi takaran pengisian bensin tidak ditemukan praktek
yang tidak sesuai dengan syarat ataupun hukum jual beli menurut hukum islam yang
menyimpang.
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ABSTRACT

Buying and selling prove that human being is a social creature because a
sale and purchase agreement shows that to fulfill his needs a person cannot be separated
from other people. Buying and selling transactions at any places can develop
extraordinary competitions in Indonesia, such as the euphoria of business people to
make innovations in business including in gas stations (SPBU) as one of the most
promising businesses in Indonesia. This study aims to describe the system of
measurement standardization in gas stations from the Islamic law perspective.

This is a qualitative study with a descriptive qualitative approach. The
data collection techniques include observation, interviews, and documentation. In this
method, the data analysis used is qualitative data analysis, and the qualitative data are
analyzed with regard to the measurement standardization in gas stations from the
perspective of Islamic law.

The results show that the owner of SPBU Mindi has used the current
measurement standard of gas station and committed no fraud to make a huge profit. All
of the equipment used has passed the recalibration testing from related institutions to
meet the tolerance limit established by the Directorate of Metrology of Department of
Trade. Based on the tolerance limit set by Pertamina and the Islamic law perspective
on the sale and purchase in SPBU Mindi with regard to the measurement
standardization in gas stations, the gas station has indicated the absence of fraud that
violates the requirements and Islamic laws on sale and purchase.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara
untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk
terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan
pembeli jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau
harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan
menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang
didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial
karena di dalam akad jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi
kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Jual beli adalah suatu
perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di
antara kedua belah pihak,yang satu menerima benda benda dan pihak lain
menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh

syara’ dan disepakati.t

Kegiatan jual beli sebagai sarana akan tolong menolong mencukupi kebutuhan
manusia,yang dimana didalamnya terdapat syarat-syarat dan aturan-aturan yang telah

ditetapkan. Seperti yang terdapat didalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadits Nabi didalam

! Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), him. 68-69.
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dunia perdagangan dan usaha, setiap orang menginginkan pendapatan yang sebanyak-
banyaknya sehingga manusia lupa akan batasan halal dan haram yang ada didalam
islam. Adakalanya orang yang berjualan mengurangi ukuran dan takaran yang telah
ditentukan yang biasanya juga terdapat pada nilai atau angka yang ada pada timbangan
itu semua dilakukan agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari yang

biasanya.

Ruang lingkup figh muamalah yaitu ruang lingkup yang bersifat adabiyah
adalah ijab dan gabul,saling meridhoi,tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak
dan kewajiban,kejujuran pedagang,penipuan,pemalsuan,penimbunan dan segala
sesuatu yang terdapat kaitannya dengan pendistribusian harta dalam hidup

bermasyarakat.

Allah memerintahkan agar semua muslim berusaha melakukan usaha apa saja
dan dimana saja sesuai dengan ilmu dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan
syari’at islam. IImu termasuk bagian dari agama, ini berarti berpegang teguh pada ilmu
sama halnya berpegang teguh dengan agama,karena ilmu bersumber dari agama hal ini
menunjukkan bahwa jika ingin mendapatkan sesuatu yang baik maka harus berpegang
teguh pada agama dan ilmu sedangkan agama mengajarkan bahwa dalam melakukan

usaha atau mengembangkan modal tidak melampaui batas,

2 Qomarul Huda, Figh Mu’amalah (Yogyakarta: Teras, 2011). Hal 7.
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Artinya : “Dari abu hurairah RA, dari Nabi Saw bersabda : akan datang kepada
manusia suatu zaman dimana mereka tidak peduli terhadap apa
yang diperolehnya apakah berasal dari sesuatu yang halal atau
haram .”®

Maksud dari hadist ini yaitu menganjurkan umat Nabi Muhammad Saw
supaya berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja
menurut kemampuannya masing masing asalkan jalan yang
ditempuh itu merupakan jalan yang halal.

Allah memberikan kemudahan kepada manusia untuk memakmurkan bumi.
Allah menyeru manusia untuk berkecimpung di dunia ekonomi,
bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi
anggota yang bekerja dalam sebuah masyarakat, baik untuk
kepentingan diri sendiri maupun orang lain.

Transaksi jual beli dimana saja bisa terjadi tentu persaingan ini menjadi yang
sangat luar biasa di Indonesia. Banyaknya pelaku usaha berbondong bondong membuat
inovasi dalam usaha tak halnya salah satunya yaitu usaha stasiun pengisian bahan bakar
umum (SPBU) menjadi salah satu menjadi usaha yang menjaminkan di Indonesia
dimana produksi kendaraan yang sangat besar di Indonesia membuat pelaku usaha
berbondong melakukan usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ,tetapi

tidak stabilnya perekonomian di Indonesia dimana terkait bahan bakar minyak (BBM)

% Ibnu Hajar, Fathul Bari Syarhu Sahih Al-Bukhari, (Mesir, Daar lbnu Jauzi),362.
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yang banyak di konsumsi oleh masyarakat indonesia memicu pelaku usaha untuk

mencari keuntungan yang sebsar besarnya dengan bermodal yang seminim mungkin.

Tak halnya isu kecurangan dalam takaran yang terjadi di stasiun pengisian
bahan bakar umum (SPBU) ini meresahkan banyak pihak,banyak dari masyarakat
mengaku adanya kecurangan dalam takaran pengisian bahan bakar minyak (BBM) nya
kurang dari nominal pembelian tentunya ini menjadi keuntungan bagi oknum pelaku
dan tentunya merugikan bagi konsumen. Tak diragukan lagi bahwa kepercayaan
konsumen memainkan peranan dalam memberikan perkembangan dan kemajuan
bisnis. ltulah sebabnya mengapa semua pelaku bisnis dengan skala besar harus

melakukan segala daya serta upaya untuk membangun kepercayaan konsumen.

“Dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
juga menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang
berujung pada kerugian konsumen. Pelaku usaha dilarang
memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa
yang diatur sebagaimana dijelaskan dalam UUPK, salah satunya
yaitu memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan
ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut
ukuran yang sebenarnya.”*

Dalam sebuah transaksi jual beli harus mengutamakan kejujuran dan tentunya
harus sesuai dengan standar standar yang telah ditetapkan di dalam islam tentunya ini
sangat tidak di perbolehkan dalam usaha dalam hadits dari sahabat ‘Abdullah bin

mas’ud radhiyallahu ‘anhu juga dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya sikap

4 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Kencana, 2013), Hal. 53
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dusta Ibnu Mas’ud menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

bersabda.

Lo 52Dl D) saia Sl &5 o) ) snen Gaall G sacally SKie

W80 5 Wia ) dle GG s @aall (55385 (33 JA 5N J1 5
3138 s S () exin HsAdl) ()5 saal) L sads QXD Gla QXK
LI e iy Aa ikl (585 ks 0

Artinya: “Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena
sesungguhnya kejujuran akan megantarkan pada kebaikan dan
sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika
seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur,
maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur.
Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya
dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan
mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan
berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah
sebagai pendusta”.®

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

S 8 sl S5 e Gl 22

> Muhammad bin Alan Al-Asy’ari, Dalilul Faalihin Liturugi Riyadussalihin (Beirut: Darul
Kutub Ilmiah,2018), 158.
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Artinya “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan
kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di
neraka.” .

Perlu diketahui bahwa Allah Swt sebagai Syari’ (yang menetapkan syariat)
tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja akan tetapi hukum dan aturan
itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu Ibnu gayyim al-Jauziyah,
menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat
syariat semuanya adil,semuanya berisi rahmat,dan semuanya mengandung hikmah
setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti

bukan ketentuan syari’at.’

Dengan demikian,didalam jual beli harus menerapkan keadilan salah satunya
dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak mengurangi takaran ataupun
timbangan terdapat perintah tegas dalam al-Qur’an maupun hadis mengenai imbangan
yang sepenuhnya dan keadilan dalam menakar, di antaranya terdapat dalam al-Qur’an

surat Ar-rahman ayat 9 yang berbunyi:
O el g e B 5 kil 55510 1 5l 5

Artinya : “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu
mengurangi neraca itu .2

& Abi Zakariya Yahya bin Syarif An Nawawi, Riyadus Salihin ( Daar Ar-Rayaan Litturast,
2015), 430.

" Khairul Umam, Ushul Figih (Bandung: Pustaka Setia,2001), Hal 127.

8 Departemen Agama Republik Indonesia, AL-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang:
TohaPutra, 1989), HIm. 885.
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Dalam figh al-mu’amalah termasuk hukum ekonomi dan bisnis Islam berlaku
kaidah “al-Aslu fi al-mu’amalati al-lbahah hatta yadullu ad-daliilu ‘ala tahrimiha,
karena itu sesungguhnya dalam lapangan perekonomian dan bisnis berlaku hukum
boleh (al-1bahah), kecuali terjadi penyimpangan dari ketentuan yang sudah ditetapkan
oleh al-Qur’an, al-Sunnah, maupun Ijma’. Indikator keharaman tersebut akan bisa
terdeteksi melalui analisis prinsip dan etika hukum ekonomi dan bisnis islam terhadap
berbagai kegiatan perekonomian dan bisnis tidak sesuai dengan prinsip dan etika
Hukum ekonomi dan bisnis islam, maka kegiatan perekonomian dan bisnis tersebut

haram atau makruh hukumnya.” °

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya segala bentuk kecurangan
dalam pengurangan takaran sangatlah dilarang dan perlu adanya tindakan tegas
mengenai hal ini dan untuk memegang prinsip Islam dalam bermuamalah, demi
terwujudnya transaksi-transaksi yang benar oleh karena itu penulis tertarik untuk
menulis skripsi dengan judul “Takaran Pengisian Bahan Bakar Umum dalam

Perspektif Hukum Islam di SPBU Mindi.”

B. Fokus Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, rumusan

masalah dalam peneltian ini adalah:

% Sugiyah ,Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press), Hal 47.
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1. Bagaimana sistem takaran pada pengisian bahan bakar umum di stasiun
pengisian bahan bakar umum (SPBU) Mindi?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap takaran pada pengisian bahan
bakar umum di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Mindi?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penetilian Ini adalah:
a) Untuk menjelaskan sistem takaran pada pengisian bahan bakar umum di
SPBU.
b) Untuk memberitahukan takaran pada pengisian bahan bakar umum di SPBU
menurut hukum islam.
2. Manfaat Penelitian:
Dengan adanya penelitian di SPBU Mindi, akan mengungkapkan takaran
yang sesuai, yang telah ditentukan.
a) Secara teoritis, temuan penelitian ini menjadi landasan ilmu pengetahuan
tentang takaran pengisian bahan bakar minyak di SPBU.
b) Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pandangan yang lebih jelas
kepada masyarakat tentang muamalah jual beli dalam Islam.
D. Sistematika Pembahasan
1. BAB I. Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus/Pertanyaan
penelitian, tujuan dan manfaat, sistematika penelitian.

2. BAB Il. Tinjuan Pustaka Dan Kerangka Teori
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Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori
relevan dan terkait dengan tema skripsi.
3. BAB IlI. Metode Penelitian
Memuat secara rinci metode penelitian penelitian yang digunakan peneliti
beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, lokasi, sumber Data, metode
pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.
4. BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berisi : (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan
pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2)
Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau
dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.
5. BAB V. Penutup
Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi.
Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada
hubungannya dengan maslah penelitian.
BAB 11
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI
A. Kajian Pustaka
Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memperoleh gambaran
berkaitan dengan topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian terdahulu

maka peneliti mengambil beberapa hasil penelitian berupa skripsi, Jurnal Buku dan
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lain-lainnya yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan

permasalahan, diantaranya adalah sebagai beriku

1. Skripsi oleh Ali Sofyan, (2011) “tinjauan hukum islam terhadap penjualan
bensin eceran di jalan tomoho yogyakarta. Skripsi thesis, UIN sunan kalijaga
yogyakarta. Pengamatan penyusun terhadap sejumlah penjualan bensin eceran
di jalan timoho yogyakarta. Terdapat beberapa penjual bensin eceran yang
mengurangi takarannya, yang mana takaran ecerannya antara penjual yang satu
dengan penjual yang lainnya berbeda-beda. Ada yang diisi sampai penuh, ada
yang di bawahnya sedikit dan ada juga kurangnya kelihatan lebih banyak.
Penjualan bensin eceran biasanya dilakukan dengan menggunakan botol ukuran
satu liter ataupun dua liter, yang mana para penjual bensin eceran sebelumnya
membeli bensin di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) sebelum dijual

ke konsumen.”%0

10 Ali Sofyan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran di Jalan
Timoho Yogyakarta.”Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2011).
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Perbedaan penelitian ini yaitu dimana penelitian ini lebih kepada
menggunakan alat manual sedangkan penelitian saya menggunakan alat
elektronik yang digunakan SPBU yang lebih canggih dalam penakaran
pengisian bahan bakar.

2. Skripsi dari Nurul Janah yang berjudul “tinjauan hukum islam terhadap tata
niaga BBM (studi kasus di SPBU jetis dan SPBU bajang) menjelaskan hasil
penelitian tentang akad jual beli BBM di SPBU Jetis dan SPBU Bajang yang
menggunakan akad mu'atah, isyarat dan tulisan, adanya ketidak tepatan dalam
takaran dan penetapan harga di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)
dengan tambahan biaya jika konsumen menggunakan wadah atau jerigen.”!!

Penelitian ini berfokus kepada pembeli yang menggunakan wadah
yang lain dimana setiap takaran yang diisiakan terdapat tambahan biaya
sedangakan penelitian yang saya lakukan tentunya lebih berfokus kepada
takaran bersih dalam pengisian = bahan bakar yang di beli konsumen
menggunakan kendaraan.

3.  Yang ketiga skripsi, Zahra Zahadina Zikhaula Toba, (2017) “tinjauan hukum
islam terhadap legalitas penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini
dengan menggunakan nozzle di kota malang. Skripsi, Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 1.

Bagaimana praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini

1 Nurul Janah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Niaga BBM (Studi Kasus
diSPBUlJetis dan SPBU Bajang)”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009)
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menggunakan noozle telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku? 2. Apakah praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini
telah sesuai dengan hukum Islam? Pada penelitian ini membahas terkait
legalitas pom mini itu sendiri disertai apakah sudah sesuai dengan perundang-
undangan dan hukum Islam. Sedangkan perbedaan dengan penulis adalah
praktik pengawasan dan praktik takaran BBM eceran pada pom mini.”!2

Perbedaan penelitian ini yaitu lebih kepada obyeknya yaitu dimana
penelitan saya tentunya lebih skala besar yang dengan sistem pengawasan
dalam pengisian bahan bakar.

4. Rendy Aditya Pechler (2011) dengan judul “pelanggaran hak-hak konsumen
oleh pelaku usaha dalam pengurangan berat bersih timbangan pada produk
makanan dalam kemasan. ( studi kasus sengketa antara Toko Hokky Surabaya
dan Ibu Fony) sengketa akan timbul apabila salah satu pihak merasa dirugikan
hakhaknya oleh pihak lain, sedangkan pihak lain tidak merasa demikian. Proses
penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen khususnya terhadap
pengurangan berat bersih timbangan dalam kemasan dapat dilakukan semua
konsumen bahkan bisa dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat melalui
gugatan legal standing. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh

melalui jalur Litigasi maupun non litigasi”.

12 Zahra Zahadina Zikhaula Toba, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan
Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang.”Skripsi
(Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2017)



13

Perbedaan penelitian ini lebih pada bagaimana hak-hak dari para
konsumen jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha
dan upaya yang bisa dilakukan sebagai langkah penyelesaian sengketa usaha.
Sedangakan penelitian saya lebih kepada takaran timbangan yang mana harus
sesuai dengan kaidah kaidah islamiayah. 3

5. Illham Rahmawati dan Hasari meneliti “persepsi masyarakat terhadap
pembulatan harga pada transaksi jual beli menurut syariat islam di
minimarket indomaret kelurahan pontap kota palopo. Hasil penelitian
menyimpulkan bahwa masih ada sebagian kecil masyarakat yang merasa
kurang puas dan tidak setuju jika praktek pembulatan harga yang
dilakukan. Bila dalam penggenapan uang sisa pembelian ini ada pembeli
yang merasa kurang rela, ia dapat memilih untuk tetap mengikuti apa yang
dikatakan penjual atau membatalkan jual beli tersebut. Adapun pandangan
islam tentang penggantian uang sisa pengembalian dengan permen yaitu
dibolehkan melihat kelangkaan uang receh sehingga membuat pengelola
Indomaret menyediakan permen sebagai gantinya hal ini memunculkan
hukum satu kaidah yang berbunyi adanya kesulitan memunculkan adanya

kemudahan kemampuan dan potensi yang dimiliki manusia dalam memikul

13 Rendy Aditya Pechler, “Pelanggaran Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam
Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan,” Skripsi, Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya, 2011
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hukum itu berbeda-beda, sehingga perlu diadakan jalan  untuk
menghindari kesukaran dengan mengadakan pengecualian hukum.,”4

Perbedan penelitan saya yaitu di mana fokusnya harga Harga Pada
Transaksi Jual Beli minimarket sedangakan saya lebih kepada takaran
pengisian bahan bakar.

6. Nursha’idah MD dengan judul “jual beli ikan sistem tumpukan (Jizaf) dalam
perspektif hukum islam (studi kasus terhadap pedagang ikan di pasar ikan
lamnga, kecamatan mesjid raya, kabupaten aceh besar) jual beli Jizaf
merupakan transaksi jual beli berdasarkan tumpukan atau taksiran. Praktik
transaksi jual beli secara Jizaf yang dilakukan di pasar ikan lamnga
menggunakan dua cara, yaitu pertama, dengan menumpuk tanpa dilakukan
penimbangan, dan kedua, dengan kiloan yakni menimbang terlebih dahulu.
Selain itu, juga terdapat praktik mengkonversi harga dengan tumpukan serta
mengkonversi  timbangan dengan tumpukan, dimana para pedagang
mempunyai standar ukuran tersendiri yang dijadikan sebagai acuan dalam
menetapkan harga dan keuntungannya. Dalam Islam transaksi jual beli secara
Jizaf diperbolehkan ditegaskan dengan adanya hadis Nabi saw., serta didukung

oleh pendapat-pendapat ulama.” Dan praktik jual beli ikan secara Jizaf di pasar

14 1lham Rahmawati dan llasari. “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembulatan Harga
Pada Transaksi Jual beli Menurut Syariat Islam di Minimarket Indomaret Kelurahan Pontap Kota
Palopo ”.Jurnal al-Ahkam (Palopo: Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Palopo,Vol. VI No. 1, Juni
2016).
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ikan lamnga telah memenuhi rukun dan syarat syarat jual beli serta telah
memenuhi syarat-syarat untuk melakukan tumpukan (Jizaf).”°
Perbedan dalam penelitian ini dengan penelitian saya yaitu diman

penelitian saya memiliki fokus kajian terletak pada takakaran dalam pengisian
bahan bakar dengan takaran yang harus sesuai dengan kaidah islam

7. AlifHeru Pratama, “Jual Beli Tebasan dalam perspektif etika bisnis islam (studi
kasus di desa pojok winong Kec. Penawangan Kab. Grobogan) yang membahas
mengenai bagaimana tinjauan umum tentang etika bisnis Islam dan jual beli
Islam, serta bagaimana praktik taksiran dan kompensasi jual beli padi tebasan
di desa Pojok Winong.”®

8. Akhmad Hufron Nur “jual beli ikan sistem borongan (studi kasus di tempat
pelelangan ikan (TPI) Desa purworejo kecamatan bonang kabupaten demak”
yang membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli
ikan sistem borongan di tempat pelelangan ikan (TPI) di Desa Purworejo.”’

9. Nurul Inayah, “analisis hukum islam terhadap praktek jual beli buah melon

dengan sistem tebas (studi kasus di desa buluagung kecamatan siliragung

15 Nursha’idah MD “Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizaf) dalam Perspektif Hukum
Islam (Studi Kasus terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten
Aceh Besar) Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri
AR-Raniry Darussalam Banda Aceh

16 Alif Heru Pratama, “Jual Beli Tebasan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus
di Desa Pojok Winong Kec. Penawangan Kab. Grobogan)” Skripsi, Universitas Agama Islam Negeri
Walisongo, 2016.

17 Akhmad Hufron Nur, “Jual Beli lkan Sistem Borongan (Studi Kasus di Tempat
Pelelangan lkan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak™, Skripsi yang
dipublikasi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009.
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kabupaten bayuwangi). Jurnal ini membahas mengenai bagaimana praktek jual
beli sistem tebas antara petani dan pembeli di desa buluagung kecamatan
siliragung kabupaten banyuwangi serta bagaimana analisis hukum islam
terhadap praktek jual beli buah melon dengan sistem tebas di desa buluagung
kecamatan siliragung kabupaten banyuwangi. Dari hasil penelitiannya, ia
menyimpulkan bahwa jual beli buah melon dengan sistem tebas yang dilakukan
masyarakat desa buluagung kecamatan siliragung kebupaten banyuwangi sudah
memenuhi ketentuan hukum islam yaitu: adanya penjual dan pembeli, barang
yang di perjualbelikan yakni buah melon dan uang (sebagai alat tukar), serta
terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. dan menurut ketentuan
hukum Islam transaksi jual belinya diperbolehkan karena sudah memenuhi
syarat dan rukun jual beli.”*®
Perbedan penelitin ini lebih kepada obyek penelitian nya dimana ini
membahas mengenai bagaimana praktek jual beli sistem tebas antara petani dan
pembeli sedangkan saya berfokus kepada takaran pengisian bahan bakara di
SPBU sesuai dengan kaidah islam.
10. Juju Jumena, A.Otong Busthomi, dan Husnul Khatimah, tentang “jual beli
borongan bawang merah di desa grinting menurut tinjuan hukum islam. bahwa

terdapat 2 bentuk jual beli yaitu secara timbangan (Rogolan skala kecil dan

18 Nurul Inayah, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon dengan
Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi) ”, Jurnal
Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, VVol.6, No.1:55-67, Januari 2018
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Gedengan di Toko Oleh-oleh) dan borongan (Rogolan skala besar, Gedengan,
Larikan dan Tebasan). Menurut tinjauan hukum Islam dalam melakukan jual
beli borongan dilakukan berdasarkan ketentuan syarat jizaf, dan sesuai dengan
prinsip-prinsip syariat. Maka jual belinya sah atau diperbolehkan.”®
Perbedaan Jurnal lebih berfokus membahas tentang bentuk bentuk jual
beli bawang merah di Desa Grinting Kabupaten Brebes, serta tinjauan hukum
Islam terhadap praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan di Desa
Grinting Kabupaten Brebes. Sedangkan penelitian yang saya lakukan terkait
takaran dalam pengisian di SPBU Midi
B. Kerangka Teori
1. Takaran/Timbangan Dalam Islam
Manusia dalam hidupnya bertugas untuk mengabdi kepada Allah Swt
dalam melakukan pengabdian manusia fasilitas hidup yang bersifat kebendaan
fasilitas dan kebutuhan hidup itulah yang mendorong manusia untuk beraktifitas
dan berinteraksi segi kebendaan dapat membukakan pintu syahwat dan hawa
nafsu serta persaingan, berlomba-lomba mencari harta sebanyak-banyaknya. Hal
ini memungkinkan manusia tergelincir dari nilai-nilai keutamaan yang dapat
mengantarkan kesucian jiwanya menjauhkan diri karunia dan rahmat Allah Swit,

maka datanglah syariat dengan petunjuk-petunjuk dalam berjual beli demi

19 Juju Jumena, A.Otong Busthomi dan Husnul Khotimah, “Jual Beli Borongan Bawang
Merah di desa Grinting menurut Tinjauan Hukum Islam”, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam,
Vol.2, No.2, Desember 2017.
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menghindarkan manusia dari ketergelinciran (kesesatan dunia). Manusia
termotifasi mengadakan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan
hidup, dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta. Menurut hukum alam
dianggap sebagai suatu landasan dalam memenuhi segala keperluan dengan cara
bagaimana manusia dapat terhindar dari tipu muslihat dan tersesat serta hal-hal
lain yang dapat mengotori diri, dan menjauhkannya dari kebersihan jiwa untuk
tercapainya manusia yang utama, guna meningkatkan lebih tinggi arah
pendekatan diri kepada Allah Swi.

Islam melarang adanya jual beli apabila dengan cara penipuan tersebut
sudah sampai pada taraf yang keji, yakni apabila terjadi penipuan, maka bagi
pihak tertipu boleh memilih sesukanya antara merusak atau meneruskan jual
belinya. Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan
meneruskan jual beli atau akan membatalkannya, disebabkan terjadinya oleh
sesuatu hal, hal tersebut kemudian diistilahkan sebagai khiyar.?°

Sesuai dengan takaran yang sebenarnya, karena orang yang melakukan
kecurangan dalam transaksi jual beli akan mendapatkan ganjaran pada hari
dimana manusia akan dibangkitkan. Sesungguhnya mengambil hak orang lain itu
amat terlarang sekali dalam agama islam, sehingga orang yang mengurangkan
takaran atau timbangan sedikitpun, akan masuk neraka, apalagi mengambilnya

lebih banyak dari pada itu. Maka tentu akan lebih besar siksaannya.

20 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Hal 83.
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Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran
dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di
antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan
setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap
jujur dan adil terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan
untuk memenuhi takaran dan timbangan. Dalam Al-Qur’an Allah telah
menggariskan bahwa setiap Muslim harus menyempurnakan takaran dan

timbangan secara adil.

Ayat di atas menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan
timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika
Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam
masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah menurunkan ancaman yang
keras pada orang-orang yang curang tersebut

Nabi Syu’aib memerintahkan umatnya untuk menyempurnakan
takaran dan timbangan serta melarang melarang mereka berbuat curang masalah
tersebut.?! Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Asy-Syu’ara’ ayat 181-184 .

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang orang
yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan
janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah
kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan

bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-
umat yang dahulu.”??

2L lpnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir 6, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, (Bogor:
Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), Hal 178.
22 Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., Hal 374-375.
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Nash al-Qur’an ini menunjukkan bahwa orang-orang curang yang
diancam oleh Allah dengan kecelakaan yang besar. Mereka menakar untuk orang
lain, bukan menerima takaran dari orang lain. Seakan-akan mereka mempunyai
kekuasaan terhadap manusia dengan suatu sebab yang menjadikan mereka dapat
meminta orang lain memenuhi takaran dan timbangan dengan sepenuhnya.?

Dalam fatwa-fatwa jual beli, seorang pegawai toko roti bertanya
tentang mengurangi timbangan adonan kue atas perintah pemilik toko kue yang
kemudian dijawab bahwa yang wajib dilakukan ialah menimbang secara adil
sebagai wujud pelaksanaan perintah dari Allah ta’ala. Jangan sekali-sekali
mentaati orang yang menyuruh untuk mengurangi timbangan atau takaran
meskipun harus dipecat dari pekerjaan.?*

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal
tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat
mengakibatkan kedzaliman bagi suatu pihak hal ini dapat dilakukan dengan cara
tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ali Ash-Shabuni menjelaskan, Allah
akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan
takaran.?®

2. Pengertian Jual beli

2 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an 12 Ed. Super Lux, Penerjemah: As’ad Yasin,
Abdul Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hal 206.

24 Qyaikh Ahmad bin ‘Abdurrazzaq ad-Duwaisy, Fatwa-Fatwa Jual Beli, Penerjemah: M.
Abdul Ghoffar E.M, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), Hal 232-233

25 M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir (Tangerang: Lentera Hati, 2013) Hal. 9
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Secara epistimologi, jual beli berarti pertukaran mutlak kata albai’ (jual
beli) penggunaannya disamakan antara keduanya dua kata tersebut masing-masing
mempunyai pengertian lafal yang sama dan pengertian yang berbeda. Dalam syari’at
Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan
keridhaan antara keduanya atau dengan persetujuan dan hitungan materi.?

Terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama figh,
sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar
menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang
sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar
saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa
alat tukar sah).?’

Menurut Rachmat syafei’, secara etimolgi jual beli dapat diartikan
sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Secara terminologi, terdapat
beberapa definisi jual beli yang para ulama figh :

1) Menurut Sayyid sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas
dasar saling merelakan.

2) Menurut ulama hanafiyah, jual beli adalah saling tukar harta dengan cara
tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan

melalui cara tertentu yang bermanfaat.

% Sayyid Sabiq , Figih Sunnah, Jilid. 4, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara,
2006), hal 120.
27 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam dilndonesia,Jakarta:Kencana,2005,him.101
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3) Menurut ulama Malikiyah, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta
dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

4) Menurut Imam Nawawi, dalam al-majmu yang dimaksud dengan jual beli
adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

5) Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab al-mugni, yang dimaksud dengan jual beli
adalah pertukaran harta dengan harta , untuk saling menjadi milik. 28

Jadi menurut beberapa ulama di atas adalah bahwa jual beli adalah tukar
menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki.

Jual beli adalah akad mu’awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua
pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan
imbalan, baik berupa uang maupun imbalan. Syafi’iyah dan Hanabilah
mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga
manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.?®
. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum, serta
menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas
hakikat persoalaan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan
dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika didalam terdapat kerusakan dan

mudarat, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya

2 Rachmat Syafei’, Penimbunan dan Monopoli Dagang dalam Kajian Figh

Islam,(Jakarta: Departement Agama-Mimbar Huku, 2004), Hal. 73

29 |dris Ahmad, Figh al-Syafi iyah, Jakarta: Karya Indah, 1986, Hal. 5.
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Dasar hukum diperbolehkannya jual beli adalah al-Quran, sunnah serta
ijma.
1) Dari al-Quran sendiri, dari firman Allah,

2 )

ahiis Al g,jz; L& ) (sesia ¥ Lol GLikl ;,;ﬁ\
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Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu
terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-
Bagarah:275)*°
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.” (QS. AnNisa’:29)%!

30 Departemen Agama RI. (1994). Al-Qur’an dan Terjemahan,
31 Departemen Agama RI. (1994). Al-Qur’an dan Terjemahan,



24

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan
konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu allah memanggil mereka untuk dilarang dari
memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang
tidak diizinkan atau tidak diberkenankan allah. yakni dilarang olehnya diantaranya
dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok
untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba®
2) As-sunah, diantaranya:

Dasar hukum jual beli dalam Rasulullah Saw. Bersabda dari Rifa’ah

ibn Rafi’,yaitu:

d.w.ne.‘u\g., a:ﬁ\u.‘aau_i.\l\u\&bu.\@lﬁJ&
295 g8 JSy e Ja N e J& ¢ Cudal

“Dari Rifa’ah bin Rafi ra. sesungguhnya Nabi ditanya tentang pekerjaan
(profesi) apa yang paling baik, beliau menjawab: pekerjaan seorang lelaki
dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR.
AlBazzar dan Al-Hakim) %3

3) Ijma

Ulama telah sepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia

tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun

32 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jilid 11, Gema Insani, Jakarta 2001, him., 342
3 Al-Hafidz lbnu Hajar Al-Asgalani, Bulughul Maram, terj.Muh. Syarief Sukandi,
Bandung: Al-Ma’rif, 1993, h. 284.
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demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus
diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen,
dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang
diinginkan tanpa melanggar batasan syari’at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang
dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukan
bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.®

4. Rukun dan Syarat Jual Beli
1. Rukun Jual Beli

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertengkaran
adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari’at yang telah
ditetapkan oleh allah yang Maha bijaksana dalam hal jual beli. Undang-
undang tersebut berfungsi sbagai pengemban bagi kebaikan muamalah. Oleh
karena itu Allah Swt mensyaratkan untuk sahnya jual beli haruslah sesuai
dengan perjanjian antara mereka, kecuali jika ada persyaratan yang melanggar
aturan dalam Hukum islam. Jual beli merupakan suatu akad, dan akan
dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu.

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya,

maksudnya adalah apabila seseorang akan melakukan jual beli harus

34 Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Ensiklopedia Hadits 4; Shahih Muslim 2,
terj. Masyhari dan Tatam Wijaya, Jakarta: Almahira, 2012, cet. Ke- 1, h. 9.

% Sayid Sabig, Figih Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Figih
Sunnah, Jilid III, Al Ma’arif, Bandung, 1987, hlm., 46
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memenuhi syarat syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual
beli terpenuhi adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama
di bawah ini adalah:
a) Adanya penjual dan pembeli
b) adanya barang yang diperjualbelikan
¢) Sighat (kalimat ijab gabul)®
Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu
pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal
karena tidak sesuai dengan syara’ begitu juga dalam hal jual beli harus
memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut
. Syarat Jual Beli
Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan
rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab gabul. Selain
memiliki rukun, al-bai juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-
syarat jual beli adalah sebagai berikut:
Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan
perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:
a) Baligh atau Dewasa
Baligh atau dewasa menurut hukum Islam adalah apabila laki-laki

telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi

3 Rachat Syafei, Figih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Cet. Ke-4, him., 76
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perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat
membedakan mana yang baik dan mana yang buruk,tetapi belum dewasa
(belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut
pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli,
khususnya barang barang kecil yang tidak bernilai tinggi.®’
b) Tidak Pemboros/Mubadzir

Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri
dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir). Sebab
orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak
cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu
perbuatan - hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut
kepentingannya sendiri.

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah Swt dalam firman-Nya dalam

surat al-Isra’ ayat 27.

Sl I phlalsl)l G581 1R oy haall )
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Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara saudara
syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada
Tuhannya .38

87 Suharwadi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam,Jakarta: Sinar Grafika, 2000, him. 130.
38 Dapatemen Agama RlI,. Op. Cit.,him., 282
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Maksud pada ayat di atas, Allah telah melarang hambanya
melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur hamburkan
hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, yang
telah dijelaskan pada ayat di atas bagi orang yang melakukannya,
merupakan perbuatan syaitan maksud pemborosan di sini, suatu pekerjaan

yang tidak bermanfaat.

Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Artinya vyaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara
penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah
bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak
melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain
tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri,
tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak

sendiri maka jual beli tersebut dianggap tidak sah.

d) Berakal Sehat

Karena hanya orang yang sadar dan berakal lah yang akan
sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna, karena itu anak
kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan
transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan
berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan

sebagainya.
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kedua, tentang objeknya, yang dimaksud objek jual beli adalah benda
yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus
memenuhi syarat-syarat:
a) Suci barangnya
Maksudnya adalah barang yang diperjual belikan bukanlah benda
yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda
yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.
Diantara benda yang tergolong najis adalah bangkai, darah,
daging babi, para ulama sepakat tentang keharamannya dengan dalil yang

terdapat pada firman allah dalam surat al-Bagarah ayat 173 :
4 g Oal U sl Ay 2305 iall ke 258 W
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Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai,
darah, daging babi dan binatang (yang ketika disembelih) disebut
(nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa
(memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula)
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya
Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.*

Maksud ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tentang bangkai,
darah dan daging babi, sangat dilarang untuk diperjual belikan, (Haram)

barang yang tidak suci sebagaimana yang telah di cantumkan di atas.

39 Departemen Agama RI, Op.Cit. ,hlm., 26
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Maksudnya adalah Allah melarang hambanya melakukan jual beli, sesuatu

barang yang haram atau melakukan sebuah penipuan.

b) Milik Sendiri
Barang atau benda yang akan diperjual belikan adalah milik

seseorang atau milik sendiri bukan milik orang lain, barang yang sifatnya
belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjualbelikan, memperjual
belikan ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di alam
bebas, karena ikan atau burung itu belum dimiliki oleh penjual, perihal
tentang larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik
barang tersebut jual beli yang demikian adalah haram.*°

c) Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui)
hendaklah™ yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan
mengetahui harganya hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud
sifat dan kadarnya.** Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah
satu jual beli yang diharamkan oleh islam. Boleh menjual barang yang
tidak ada di tempat agad dengan ketentuan dijelaskan sifatnya yang
mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui, jika ternyata

barang tersebut sesuai dengan barang yang disepakati, maka wajib

40 Nasrun Haroen, Figih muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000, him., 119
41 Husain Syahatah, Siddig Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, Transaksi dan Etika Bisnis Islam,
Jakarta, Visi Insani Publishing, 2005, him., 167
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membelinya, tapi jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka dia
mempunyai hak memilih untuk dilangsungkan akad atau tidak.*?

d) Barang yang dapat diserahkan.
Barang atau benda diserahkan pada saat agad berlangsung atau pada waktu
yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.*

e) Barang yang bermanfaat menurut syara’

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentu sangat relative,
sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual
beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi
(beras sayur-mayur dan lain-lain) di nikmati keindahannya seperti (bunga,
hiasan, rumah), dinikmati suaranya (Radio, TV, dll) serta digunakan untuk
keperluan yang bermanfaat seperti seorang membeli bahan bakar minyak
untuk kendaraan supaya lebih cepat dalam menempuh perjalanannya, yang
dimaksud dengan barang yang dapat dimanfaatkan adalah kemanfaatan
barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Agama (Syari’at Islam).
Maksud pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-
norma Agama.*

3. Macam-macam jual beli dalam Islam

42 Hamzah ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Dipenogoro, Bandung,1984, HIim.,
86

43 Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2012,
him, 145.

4 Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, Op., Cit. him,, 144,
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Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi

hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual

beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual

beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut; Ditinjau dari segi

benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

a)

b)

Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli
benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli,
hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli
salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan),
pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan
harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan
barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga
yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang
dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap,
sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang

titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.*®

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam

4 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hal 75-76.
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Bai’ al-mugayadhah, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim
disebut dengan barter, seperti menjual hewan dengan gandum.

Ba’i al-muthlag, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh
atau menjual barang dengan tsaman secara mutlag, seperti dirham, dolar atau
rupiah.

Ba’i al-sharf, yaitu menjualbelikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman
lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang
berlaku secara umum.

Ba’i as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai
mabi’ melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan vang yang dibayarkan
sebagai saman, bisa jadi berupa ‘ain bisa jadi berupa dain namun harus
diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad
6

salam berlaku sebagai ‘ain.*

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga

bagian, yaitu:

a) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh

kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan

pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam

akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan

pernyataan.

2002), 141.

4 Ghufron A. Masadi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
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b) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat
menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan,
misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli
tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli
seperti ini dibolehkan menurut syara’. Dalam pemahaman sebagian Ulama’ ,
bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli
salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad.
Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak
berada dalam satu majlis akad.

c) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah
mu’athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan
gabul,seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label
harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang
pembayaranya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan
tanpa ijab gabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama’
Syafi’iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti
Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan
cara yang demikian, yaitu tanpa ijab gabul terlebih dahulu.*”

4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

47 Hendi Suhendi, Figh Muamalah..., 77-78.
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Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang
mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-
hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang
sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan,
perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat
melalui praktek itu adalah haram dan kotor.*®

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

a) Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau
membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya. Misalnya, ,tolaklah harga
tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal®. Hal
ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

b) Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak
menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain
tidak berani membelinya.

c) Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh
masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah
harganya melambung tinggi.

d) Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota,
lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka

belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat

48 Ghufron A. Masadi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2002), Hal 141
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merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran
karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

e) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat
oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang
biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.

f) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa
Khiyar.*®

g) Jual beli secara ‘arbun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah
harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan
pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.®

h) Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan
karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui
orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).>

i) Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr,
makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang
salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan
memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang
orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya,

sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.

49 Sulaiman Rasyid, Figh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), Hal 284-285.

%0 Hashi Ash Shiiddieqy, Hukum-Hukum Figh Islam (Tinjauan Antar Madzab), (Semarang:
PT Pustaka Rizki Putra, 2001), Hal 354-355.

51 Sulaiman Rasyid, Figh Islam..., 286
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j) Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang.
Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau
ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah
pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh
Nabi Muhammad Saw. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih
berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih
dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di
dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur tidak transparan.

5. Stasiun Pengisian Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) merupakan
prasarana umum yang disediakan distributor bahan bakar minyak (BBM). SPBU
disediakan bagi masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Di
Indonesia, ada empat distributor bahan bakar minyak (BBM) yang menjual
produknya di SPBU, antara lain Pertamina (Indonesia), Shell (Belanda), Petronas
(Malaysia), dan Total (Prancis). SPBU Pertamina menjual BBM Premium
bersubsidi (RON 88), Pertamax (RON 92), Pertamax Plus (RON 95), solar, serta
solar Pertamina DEX.

SPBU atau Stasiun Pengisisan bahan Bakar Umum adalah lokasi
penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar minyak langsung ke konsumen (ritel),
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hanya dikhususkan untuk

kionsumen kendaraan bermotor. Kepemilikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar
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Umum (SPBU) Yang beroperasi di wilayah Indonesia meliputi, Pertamina,
swasta Nasional (AKR) dan swasta asing (PETRONAS, TOTAL, SHELL dll)
a) SPBU Pertamina
Untuk operasional SPBU Petamina sendiri digolongkan ada tiga jenis
(2) SPBU COCO (Corporate Owned Corporated Operated), yaitu SPBU
yang sepenuhnya dimiliki oeh PT Pertamina (Persero) dalam hal ini
Pertamina Ritel
(3) SPBU CODO (Corporate Owned Dealer Operated), yaitu SPBU yang
operasionalnya merupakan kerjasama antara Pertamina dengan dengan
swasta mungkin dalam hal kepemilikan lahan ataupun lainnya
(4) SPBU CODO (Dealer Owned Dealer Operated), yaitu SPBU yang

sepenuhnya di miliki swasta tapi membeli lisensi merk Pertamina

Untuk membedakan Jenis-jenis SPBU baik COCO, DODO
ataupun CODO bisa dilihat dari kode angka identitas SPBU yang biasa di
tampilkan di papan Untuk SPBU COCO kode X.1, X menunjukan region
pemasaran, 1menunjukan kepemilikan/pengelolaannya Untuk SPBU

CODO kode X.3, dan SPBU DODO X.4

b) 1zin Pendirian Dan Tipe SPBU
(1) Persyaratan
Perijinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang harus

dipenuhi calon mitra setelah calon mitra dinyatakan sebagai pemenang
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lokasi yang diajukan,berdasarkan surat resmi dari PT.

Pertamina.Persyaratan permohonan ijin SPBU sebagai berikut

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(M

(9)

(h)

(i)
)

(k)

Biodata perusahaan/akta pendirian perusahaan (untuk badan
usaha);

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pimpinan badan
usaha.

Lay out bangunan SPBU dan konfigurasi SPBU yang akan
dibangun;

Peta lokasi skala 1:10.000 atau lebih besar, dan peta
topografi/rupa bumi skala 1:25.000 yang memperlihatkan titik
lokasi rencana pendirian SPBU.

Foto copy ijin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) sesuai dengan
skala kegiatan;

Foto copy ijin gangguan (HO);

Foto copy ljin Mendirikan Bangunan (IMB);

Bukti pengesahan meter pompa SPBU dari instansi yang
berwenang;

Foto copy ijin timbun tangki dari instansi yang berwenang;
Dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan skala
kegiatan.

Fotokopi surat izin pembangunan SPBU dari Jasamarga (khusus

bagi pendaftar yang memiliki lokasi di jalan tol).
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() Nama Kelurahan di sertifikat tanah harus sesuai dengan lokasi
pendirian SPBU yang didaftarkan.
(2) Tipe-Tipe SPBU
Untuk menentukan tipe-tipe SPBU telah dikelompokan
berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki, meliputi volume
penjualan (thoughput, luas lahan, jumlah dispenser) hal ini nanti

berkaitan jumlah fee yang harus dibayarkan ke Pertamina

Tabel 4.1
Type SPBU Pertamina dan besarnya initial fee
Type SPBU Perkiraan Volume Besarnya Initial
Penjualan Fee
SPBU Type A. | > 35 Kilo Liter Rp.800.000.000,00
SPBU Type B | > 25 Kilo Liter dan <= 35 | Rp.650.000.000,00
Kilo Liter
SPBU Type C | > 20 Kilo Liter dan<=25 | Rp.500.000.000,00
Kilo Liter
SPBU Type D | > 15 Kilo Liter dan <=20 | Rp.350.000.000,00
Kilo Liter
SPBU Type E | <= 15 Kilo Liter Rp.250.000.000,00

Selain besarnya initial fee yang harus dibayarkan ke PT
Pertamina, tipe SPBU juga berdasarkan dari luas lahan yang dimiliki
untuk unit bisnis yang dijalankan, luas lahan nanti terkait dengan lebar

muka jalan, kapasitas tangki, panjang selang dispenser dan lain-lain

Tabel 4.2
Luasan dan Kapasitas Tangki Tipe-tipe SPBU
Komponen Tipe A | TipeB | TipeC | TipeD | Tipe E
Minimal Ukuran | 2500 1600 | 1225 900 700
Lahan (m?)
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Min Lebar | 50 40 35 30 20

Muka Jalan (m)

Selang (m) Min. 20-25 | 16-20 | 10-16 | Max 10
26

Kapasitas Min. Min. Min. Min. 80 | Min. 60

Tangki (m) 160kl | 140kl | 100 kI | ki k

(3) Sarana dan Prasarana Standar SPBU
Pembangunan Instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU) untuk pengisian/penjualan ritel BBM kepada kendaraan
umum baik jenis mesin motor bensin maupun mator disel adalah suatu
kegiatan yang dipengaruhi oleh banyak segi aspek yang meliputi aspek
ekonomis bisnis, teknis, keselamatan kerja dan tata lingkungan kota
serta faktor politis yang berlaku pada saat itu.
Berikut Sarana dan Prasarana Standar Wajib yang harus di
miliki oleh setiap SPBU Pertamina, antara lain :
(a) Sarana Pemadam kebakaran :Sesuai dengan pedoman PT.
Pertamina.
(b) Sarana lindungan lingkungan:
e Instalasi pengolahan limbah.
e Instalasi oil catcherdan well catcher: Saluran yang digunakan
untuk meng-alirkan minyak yang tercecer di area SPBU kedalam

tempat penampungan.
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e Instalasi sumur pantau:Sumur pantau dibutuhkan untuk memantau
tingkat polusi terhadap air tanah di sekitar bangunan SPBU yang
disebabkan oleh kegiatan usaha SPBU.

e Saluran bangunan/drainase sesuai dengan pedoman PT.
Pertamina.

Sistem Keamanan:

o Memiliki pipa ventilasi tangki pendam;

e Memiliki ground point/strip tahan karat;

e Memiliki dinding pembatas/pagar pengaman;

e Terdapat rambu-rambu tanda peringatan.

(d) Sistem Pencahayaan:

(e)

e SPBU memiliki lampu penerangan yang menerangi seluruh area
dan jalur pengisian BBM.

e Papan penunjuk SPBU sebaiknya berlampu agar keberadaan
SPBU mudah dilihat oleh pengendara.

Peralatan dan kelengkapan filling BBM sesuai dengan standar PT.

Pertamina berupa:

e Tangki pendam;

e Pompa,;

e Pulau pompa.
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(f) Duiker, dibutuhkan sebagai saluran airumum di depan bangunan
SPBU
(9) Sensor api dan perangkat Pemadam kebakaran
(h) Lambang PT. Pertamina
() Generator
() Racun Api
(k) Fasilitas umum:
e Toilet;
e Mushola;
e Lahan parkir.
() ~Instalasi listrik dan air yang memadai
(m) Rambu-rambu standar PT. Pertamina:
e Dilarang merokok;
¢ Dilarang menggunakan telepon seluler;
e Jagalah kebersihan;

e Tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran.>?

52 Risdiyanta “Membedah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia”
“Forum Teknologi” Vol. 04 No. 3 2014 Him 42-50



BAB I
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan
1. Jenis Penelitian
Terkait dengan jenis penelitian ini, maka penulis menggunakan
penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif
digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi
yang tidak perlu dikualifikasi.®® Penelitian ini bisa menggunakan pendekatan
empiris, jika dilihat dari rencana penelitian, maka penelitian ini digolongkan ke
dalam penelitian deskriptif, adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah
menggambarkan suatu objek secara sistematis.>*
2. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan
kualitatif, studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang
menelaah sebuah “kasus” tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata
kontemporer.

B. Lokasi Penelitian

% Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, Buku Pedoman Karya IImiah, (Malang
Fakultas Syariah UIN, 2005), Hal 11
54 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UIN Press, 1986), Hal 10
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SPBU MINDI JI. Besi-Jangkang Km 1,7 Mindi, Sukoharjo, Ngaglik,
Sleman, D. I. Yogyakarta alsan dalam pemeilihan temapat ini adalah untuk

membuktikan stigma masyarakat dimana ada beberapa SPBU yang mengurangi
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takaran dalam pengisian tersebut untuk menghindari hal seperti itu
perlunya penelitian yang lebih relevan sehingga bisa dibuktikan bahwa tidak semua
tempat pengisian bahan bakar tersebut melakukan tindakan yang curang
C. Sumber Data
Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian
ini penelitian menggunakan dua sumber yaitu:
1. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya,
diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.>® Dalam penelitian ini data-data yang
didapatkan secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara dengan
pimpinan SPBU, karyawan dan para konsumen. Karena penelitian ini meninjau
dengan hukum Islam, maka data lain yang dibutuhkan diperoleh dari kitab-kitab
hukum Islam yang mengatur mengenai anjuran untuk berbuat adil dalam
menakar dan larangan untuk mengurangi takaran.
2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang didapat dari sumber kedua. Data ini
merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan

sumber data primer, antara lain berwujud buku—buku, majalah dan skripsi.*®

55 Marzuki, Metode Riset, (Yogyakarta: Adipura, 2000), Hal 55.
% Soerjono dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta; Raja Garfindo
Persada,2006), Hal 29
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D. Teknik Pengumpulan data
Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan
oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah
alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya
mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.®’
Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus
sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu :
Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja,
sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk
kemudian dilakukan pencatatan.®®
2. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu.>®

57 Ridwan, Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta, (Bandung: Alfabeta,
2004) hal 137

%8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung : Remaja
Rosdakarya, 2009), him. 186.

%9 P. Joko Subagyo, “Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek”, (Jakarta : Rineka Cipta,
1997), him. 63
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3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus
menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari
bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan
dalam pengecekan keabsahan data.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.®
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam
catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data
yang diperoleh melui observasi dan wawancara.

E. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, karena
itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.®* Untuk menguji kredibilitas data
penelitian peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Teknik triangulasi adalah
menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi
yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang
diharapkan, setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapatkan
dari sumber-sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel.

F. Analisis Data

80 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendeketan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D),
(Bandung : Alfabeta, 2009), cet. IX, him. 329

61 Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, “Penelitian Kualitatif ; Pendidikan Anak Usia Dini”,
(Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012), him. 87
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Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan
cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang
akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri
sendiri dan orang lain.®?

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan
Miles and Huberman. Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-
menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam
analisis data :%®
1. Reduksi data

Merupakan  proses pemilihan, pemusatan  perhatian pada
penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan- catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data,
harus lebih dulu mengkaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-
benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data

62 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta,
2008), cet. IV, him. 244,
83 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , him. 246-252.
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Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang
disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data
dan tidak terbenam dalam setumpuk data
. Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan
berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap
berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal,
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali
kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum MINDI

1. Sejarah SPBU MINDI

Satasiun Pengisian baan bakar umum MINDI Mulai pom berdiri 2003
Dengan LUAS tanah 339 m menjadi SPBU mini standar Pertama di Indonesia yang
di resmikan oleh
a. Menteri negara ESDM Purnomo Yusgiantoro
b. Menteri negara .KUKM , Ali Marwan Hanan
c. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono x
d. Direktur utama PT Pertamina yang di wakili oleh Deputi direktur . Rahmat

Drajat
SPBU Atas nama Adhwa Patra jaya pada awal mula berdirinya namun

masih SPBU per orangan Karena ketentuan perundangan undangan ( nanti ada di
dokumen) maka mewajibkan usaha migas (Minyak dan Gas) harus berbadan hukum
dibawah naungan hukum Dan tepat pada bulan 9 Juli SPBU Adhwa Patra jaya
tersebut berubah dari SPBU perorangan menjadi SPBU berbadan hukum vyaitu
menjadi perusahaan perseroan terbatas dengan nama PT Adhwa Patra jaya Catatan
pengesahan kontrak dengan Pertamina ada tahun 2006 SPBU mini ini di rubah
menjadi sebuah SPBU standar dengan tipe dan dengan luas tanah ditambah kembali

menjadi 339 m 500 m 220 m Total luas setelah standar menjadi 959 m
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Pada tahun 2009 tepat pada tanggal 16 Juni menjadi SPBU Pasti Pas
sampai dengan tahun 2012 Dan Sejak tahun 2012 SPBU berubah dari SPBU
perorangan menjadi SPBU berbadan hukum dengan perubahan kembali pada luas
lahanDari 959 m menjadi 2.338 m

SPBU ini menjadi tonggak sejarah munculnya SPBU SPBU kecil (
mini) di seluruh Indonesia Dan lahirnya SPBU tidak lepas dari perjuangan asosiasi
usaha kecil Migas Gapina migas ( Gabungan pengusaha kecil nasional minyak dan
gas Indonesia ) yang di dirikan dan Di ketuk oleh pemilik SPBU mini dan Dengan
perjuangan nya dari anggota asosiasi itu di 16 propinsi di Indonesia. Undang
Undang Migas no 22 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 ¢ Dengan berbekal SKB dua menteri
ribuan anggota Gapina di pulau Jawa khususnya di berikan assessment atau dinilai
kelayakan menjadi sebuah SPBU.

Maka setelah selesai sebagian assesment atau kelayakan SPBU di
tunjuk dan dipergunakan untuk contoh sebagai SPBU mini standar untuk launching
/ peresmian perdana dari SPBU Mindi No.SPBU (44.555.17) pada waktu peresmian
dihadiri oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, menteri KUKM Ali Marwan
Hanan, gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan direktur utama PT
Pertamina yang di wakili oleh Deputi direktur Rahmat Drajat.

2. Visi SPBU MINDI
a. Menjadi Perusahaan Minyak dan Gas (Migas) yang maju dan modern serta
dapat menghadapi setiap perubahan perkembangan di dunia migas.

b. Menjadi SPBU yang berkualitas dalam segala aspek.



3. Misi SPBU MINDI

a.

b.

C.

Memberikan manfaat bagi masyarakat dan Perusahaan.
Membuka lapangan Pekerjaan.
Memberikan kenyamanan pelayanan BBM kepada para konsumen dengan

baik dan sesuai dengan Pasti Pas!

4. Struktur organisasi

Struktur Organisasi SPBU 44.555.17 terdiri dari :

a.

b.

g.

Pemilik SPBU atau Board of director (owner).
2 Kepala Operasional SPBU atau Manager.
Supervisor

4.Internal Audit atau bagian administrasi.
5.0perator

6.Bagian Maintance.

7.Bagian Keamanan dan kebersihan.

5. Fasilitas

a.

Sarana pemadam kebakaran :

1) Sarana kebakaran yang tersedia Sesuai dengan pedoman dari PT.
Pertamina.

Sarana Perlindungan Lingkungan dan Kebersihan :

1) Peralatan lengkap kebersihan.

2) Instalasi pengolahan limbah.

. Saluran yang dipergunakan SPBU :
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1) Saluran Bangunan / drainase sesuai dengan PT. Pertamina.

2) Saluran pengaliran bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan pedoman
PT.Pertamina.

3) Instalasi sumur pantau, dipergunakan sebagai alat pantau tingkat polusi
terhadap tanah di sekitar bangunan SPBU.

. Sistem Keamanan SPBU :

1) Terdapat close circuit television (CCTV) atau alat bantu pengintai
keamanan di berbagai sudut SPBU.

2) Memiliki pipa ventilasi tangki pendam.

3) Memiliki Ground point / strip tahan karat.

4) Terdapat rambu rambu tanda peringatan.

. Sistem Pencahayaan

1) Memiliki lampu penerangan yang menerangi seluruh area SPBU dan jalur

pengisian bahan bakar minyak (BBM).
2) Papan petunjuk SPBU / Totem berlampu agar keberadaan SPBU dapat
dilihat dengan baik oleh para Konsumen.

. Perlengkapan dan kelengkapan Filling bahan bakar minyak (BBM) sesuai

dengan standar PT.Pertamina :

1) Tangki Pendam

2) Pompa

3) Pulau Pompa.
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g. Duiker , dipergunakan sebagai saluran air umum terletak pada bagian depan
bangunan SPBU.
h. Lambang PT.Pertamina
i. Diesel generator.
J- Fasilitas Umum
1) Toilet
2) Masjid
3) Lahan Parkir
k. Instalasi listrik yang cukup di seluruh SPBU.
I. Rambu rambu sesuai dengan pedoman PT. Pertamina :
1) Dilarang merokok
2) Dilarang menggunakan alat komunikasi berupa telfon selular di sekitar
SPBU.
3) Jagalah Kebersihan.
4) Tata cara menggunakan alat pemadam kebakaran.
B. Analisi Data
1. Sistem Takaran Pengisian Bahan Bakar Umum di SPBU Mindi
Peraturan Pengukuran dan timbangan tidak hanya diatur dalam Hukum
Islam saja, namun ada Hukum postif yang berlaku di Indonesia yang mengatur
hal tersebut yaitu UU No. 2 Th 1981 tentang Metrologi Legal. Metrologi (ilmu
pengukuran) adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran,

kalibrasi dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.
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Metrologi Legal merupakan metrologi yang berhubungan dengan

satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar

timbangan dan perlengkapanya, serta syarat-syarat teknik dan peraturan

berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum

dalam hal kebenaran pengukuran.

a.

Alat ukur falah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran
kuantitas dan atau kualitas.
Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran

kuantitas atau penakaran.

. Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran

massa atau penimbangan.

. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai

pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang

menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

. Alat penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil

pengukuran.

Dalam UU No.2 th 1981 tentang Metrologi Legal pada pasal 12 dijelaskan

bahwa:

64 Undang — undang Nomor 2 Tahun 1981, Tentang Metrologi Legal
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a. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera
atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat- syarat dan yang tidak
mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan
lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.

b. Tata cara perbaikan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur
oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.®®

c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan
Metrologi Legal pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Metrologi Legal adalah
metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran,
dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan
berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum
dalam hal kebenaran pengukuran.®®

SPBU maupun milik pemerintah atau swasta pasti menggunakan
nozzle sebagai bagian dari alat yang ada di SPBU. Nozzle inilah yang nantinya
mengeluarkan BBM dari mesin dispenser. Sehingga dalam prakteknya sudah
tidak asing lagi di kalangan para pembeli. Masyarakat beranggapan bahwa
penyebab dari tidak tepatnya takaran BBM tersebut berasal dari permainan
nozzlenya. Nozzle yang selalu di mainkan dengan cara di tarik dan di lepas
secara terus menerus mengakibatkan takarannya tidak tepat

“Menanggapi isu yang tengah beredar di tengah masyarakat
pihak SPBU tetap mengedepankan yang terbaik untuk para

8 Undang — undang Nomor 2 Tahun 1981, Tentang Metrologi Legal
8 Undang — undang Nomor 2 Tahun 1981, Tentang Metrologi Legal
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konsumen untuk tidak menganggap bahwa isu tersebut adalah
sebuah isu yang dapat dianggap remeh dan disisi lain pihak
SPBU tetap mempertahan kan kualitas dan pelayanan yang
terbaik bagi para konsumen dikarenakan tingkat kepuasan
konsumen berbeda-beda pihak SPBU tetap mengutamakan
kepuasan,kualitas serta pelayanan semaksimal mungkin untuk
para konsumen. Pihak SPBU menanggapi isu yang tengah
beredar di masyarakat dengan menjadikannya sebagai evaluasi
kedepannya agar pihak SPBU dapat lebih memperhatikan
konsumen dan lebih menekankan kualitas serta kuantitas yang
ada pada SPBU guna terwujudnya kepuasan pada konsumen
agar tidak meresahkan konsumen dan masyarakat dengan
beredar kembali isu isu yang tidak diinginkan di lain waktu.”®’

Menurut pengawas SPBU permainan nozzle yang dilakukan dengan
cara menarik dan melepasnya dengan terus menerus itu tidak berpengaruh
pada takaran BBM yang keluar dari mesin. Itu hanya dugaan orang awam
saja yang berpikir bahwa yang keluar pada saat ditarik itu adalah angin.
Beliau sudah mempraktekkannya sendiri dengan menggunakan gelas ukur
dan hasilnya tidak seperti yang orang lain duga.

“Konsumen dapat mengetahui bahwa takaran tersebut sudah
dianggap sesuai berdasarkan angka yang tertera pada mesin
dispenser dan tera takaran sudah di standarisasi oleh metrologi.
Apabila ada nya keraguan pada konsumen maka konsumen
diperbolehkan untuk melihat angka takaran pada tera bersama
sama dengan pengawas dengan SPBU dengan alat tera yang ada
agar tidak ada keraguan lagi pada konsumen, tindakan ini
dilakukan apabila ada konsumen yang meragukan takaran. %8

57 Wawancara dengan suharno kepala oprasional SPBU Mindi, Tanggal 12 Mei 2020
%8 Wawancara dengan suharno kepala oprasional SPBU Mindi, Tanggal 12 Mei 2020
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Dalam hal hal ini pengawas di SPBU sangat terbuka jika terjadi
sesuatu yang di anggap oleh masyarakat sangat mencurigakan tentunya dari
SPBU siap melakukan uji coba penakaran dengan masyrakat yang meragukan
takaran di SPBU tersebut.

Tentunya dispenser dan tera takaran yang kami gunakan adalah
standarisasi dari meterologi sehingga pengawsan juga sering dilakukan oleh
metrologi

“Peneraan mesin dispenser pada SPBU dilakukan  oleh
metrologi setiap satu tahun sekali dan diperbolehkan untuk
melakukan tera ulang kembali apabila adanya pergeseran
perubahan pada takaran. "%°

Seperti yang dijelaskan oleh pengawas bahwa disepenser tentunya
akan selalu di pantau oleh meterologi sehingga apapun pergeseran dari
ataupun perubahan dari dispensernya selalu di perbaiki sehingga takaran tidak
mengurangi.

Tentunya banyak kecurigaan masyarakat terhadap ulah manusia yang
mana bisa saja dari pelayanan yang membuat takaran itu berkurang sendiri
Jadi para pelaku tersebut mengakali mesin meteran BBM dengan cara
merubah posisi meteran yang berada di dalam mesin dispenser, sehingga
jumlah BBM yang meluncur dari pompa mesin lebih sedikit dari yang tertera

di mesin.

59 Wawancara dengan suharno kepala oprasional SPBU Mindi, Tanggal 12 Mei 2020
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“Manusia dan mesin sama sama memungkinkan timbulnya
suatu permasalahan pada penjualan dan ketidaksesuaian pada
takaran namun munculnya berbagai permasalahan terebut di
antisipasi oleh manajemen SPBU dengan memasang cctv
diberbagai titik titik SPBU dan melakukan tera ulang ke
metrologi bila diperlukan. "

Menurut pengawas hal semacam ini ‘kemungkinan’ ada di sejumlah
SPBU tetapi SPBU mindi selalu dengan pengawasan, pengontrolan selalu
dilakukan demi terciptanya perdagangan yang jujur, mulai dari tera ulang
setiap tahunnya dari instansi kemetrologian dan pengecekan secara berkala.

“Apabila ada keluhan dari konsumen disertai dengan ada bukti
bukti yang kuat maka pihak SPBU bersedia mengganti sesuai
dengan kerugian yang dita ggung konsumen dan sebagai
evaluasi kembali untuk seluruh operator dan peralatan penjualan
pada SPBU agar tidak terjadi kembali permasalahan serupa dan
permasalahn lainnya dan jika itu terjadi karena oknum tertentu
tentunya kami dari pihak pengelola akan mengambil tindakan
hukum sesuai peraturan undang undang hukum dinegara Kita,
untuk terkait kepuasan pelanggan terutamaa ada oknum yang
coba coba main sama kami akan kami tindak tegas bagi kami
prinsip kepuasan dan kejujuran untuk pelanggan adalah priotas
kami. "

Tentunya kita sebagai pedagang ini mengedepankan sifat kejujuran
dan tanggung jawab seperti dalam UU No.8 tahun 1999 (selanjutnya disingkat
UUPK) yang terdapat dalam Pasal 7 huruf b dan ¢ yaitu memberikan informasi

yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

70 Wawancara dengan suharno kepala oprasional SPBU Mindi, Tanggal 12 Mei 2020
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serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

“Adanya batasan toleransi karena adanya kebijakan dari
Direktorat Metrologi Departemen Perdagangan, batas toleransi
yang diberikan oleh pihak Pertamina sebesar kurang lebih 0,5
persen artinya setiap 20 liter BBM yang disalurkan kepada
pembeli maka jumlahnya dapat menjadi plus atau minus dengan
maksimum 100 mililiter ~.72

Batas toleransi dari pihak PT. Pertamina dan instansi
kemetrologian itu harus ditaati oleh setiap SPBU Kondisi mesin dispenser
yang naik turun menjadi aturan batas toleransi tersebut dibenarkan dalam
transaksi perdagangan. Selama takaran BBM tersebut masih dalam batas
toleransi dan tidak adanya pengurangan takaran yang disengaja secara besar-
besaran melebihi batas, itu masih bisa ditoleransi.

Sistem standarisasi takaran pada SPBU dilakukan oleh berbagai pihak
yang pertama dari _instasi meterologi. Instasi meterologi melakukan
pengecekan terhadap mesin meter unit yang sebelumnya di cek terlebih
dahulu dengan menggunakan ukuran 20 liter. Pengecekan ini dilakukan
dengan cara mengeluarakan BBM dari mesin dispenser kemudian
memasukkannya kedalam ukuran bejana dan ditletakkan dengan tempat yang

keseimbangannya sama menggunakan waterpass hal ini dilakukan agar posisi
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bejana diukur dengan benar benar seimbang seperti yang di katakana oleh
pengawas SPBU Mindi

“Pengukuran pada SPBU ada berbagai macam, pengukuran isi
tangki pendam sudah menggunakan sistim ukur digitalisasi ATG
(automatic tank gauge) atau dapat disebut juga dengan
monitoring pada tangki guna menampilkan volume dan
ketinggian BBM dalam tangki, pengukuran literan yang
diperjual belikan kepada konsumen dapat dilihat melalui alat
tera yang tersedia di SPBU ada dua jenis tera yang pertama 10
liter dan yang kedua 20 liter, Konsumen dapat melihat nominal
takaran pembelian yang tertera pada monitor dispenser, dan
mesin dispenser dianggap sudah sesuai dengan takaran karena
sudah dilakukan tera oleh Metrologi. "

Dari hal tersebut tentunya stasiun pengisian bahan bakar umum mindi
selalu melakukan pengecekan takaran untuk tidak mengurangi bahan bakar
yang akan dibeli oleh konsumen ini menjadi hal baik untuk saling terbuka agar
tidak terjadi sesuatu yang tidak baik dan dapat menimbulkan kesan tidak baik
di mata masyarakat terkait kecurangan SPBU.

Penggunaan alat ukur ini diawasi oleh pemerintah melalui Undang —
Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Hal ini bertujuan
untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran
dan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran,
standar satuan, metode pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan

Perlengkapannya (UTTP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan

3 Wawancara dengan suharno kepala oprasional SPBU Mindi, Tanggal 12 Mei 2020
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Nomor 08/M-Dag/Per/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur Takar Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, Pompa Ukur
BBM adalah salah satu alat ukur cairan dinamis yang wajib ditera ulang setiap
tahun. Adapun yang dimaksud dengan tera ulang adalah hal menandai berkala
dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan
keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang
berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya
berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya yang telah ditera.

Pemerintah mengeluarkan peraturan yang digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan pengujian pompa ukur BBM, vyaitu Keputusan Direktorat
Jenderal  Standardisasi  dan  Perlindungan ~ Konsumen  Nomor:
134/SPK/KEP/10/2015 tentang Meter Bahan Bakar Minyak dan Pompa Ukur
Elpiji. Keputusan ini mengatur mengenai konstruksi meter BBM, Batas
Kesalahan Yang Diijinkan (BKD), serta langkah — langkah pengujian Pompa
Ukur BBM.

Batas kesalahan yang diizinkan (BKD)

a. BKD untuk Sistem Pengukuran Meter BBM dengan jumlah

penyerahan lebih besar dari atau sama dengan 2 L adalah + 0,5%.

b. Persyaratan BKD untuk jumlah penyerahan lebih kecil dari 2 L adalah

-1s/d2L,BKD +10ml
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-0,4s/d 1L, BKD + 1 % dari volume ukur
-0,2s/d0,4 L, BKD +4 ml
-0,1s/d 0,2 L, BKD * 2 % dari volume ukur

-<0,1L,BKD £0,2ml

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Takaran Pada Pengisian Bahan Bakar Umum
di SPBU Mindi

Dalam Islam tentang timbangan dan takaran dalam jual beli sungguh
amat sangat ketat, agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia ini tegas
mengharamkan tindakan curang mengurangi takaran atau timbangan, terdapat
beberapa ayat-ayat Al Quran maupun hadits Nabi Muhammad Saw yang
berkaitan mengenai hal tersebut.

Menurut hukum Islam transaksi jual beli dengan menggunakan alat
untuk menimbang atau menakar sebagai penentu berat suatu barang sah-sah saja
dilakukan, asalkan alat atau media yang digunakan tidak bertentangan dengan
syariat. Akan tetapi jika alat yang digunakan untuk menakar tersebut tidak sesuai
dengan standar yang telah ditentukan atau dengan kata lain dirubah dari posisi
normal dengan maksud untuk mengurangi berat barang tersebut dan
mendapatkan keuntungan yang berlebih maka dosa besarlah bagi pelakunya dan
laknat Allah akan menimpanya.

Sedikitnya ada lima surah Al Quran tersebut yang secara eksplisit

menegaskan perihal larangan mengurangi takaran dan/atau mencurangi
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timbangan, bandingkan dengan ayat tentang riba yang disebutkan hanya” dalam
empat surah. Bahkan ayat Al Quran yang secara eksplisit menyebutkan larangan
membunuh “hanya” ada dalam dua surah.

Hal itu diungkap secara berulang dalam Al-Qur’an.

Dalam al-Qur’an QS Al-Isra/17: 35 dijelaskan.

SIS sl ullnall 35 assn) gaghl 154505

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan
timbanglah dengan neraca yang benar. ltulah yang lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. ”"*

Hal ini diperkuat dengan ayat al Qur an QS Al-An’am/152: 6 :
ORI 1530 578000 dn e (nal oa L ) ol Ol 54568 Y 5
13 H& 515 T o 20 1) 5™ leate s ) Ll Cal&S Y=l ) Sl 5
P - @ 7. ) Z -
N SRy < Ela LTt Aot EF oL LAe o
O 8% Sl x 5 aslat el Al a7 08

Artinya : Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih
bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan
dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar
kesanggpuannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil,
kendati ia pun kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan
Allah kepadamu agar kamu ingat. ”.”

™ Tim penerjemah Al-Qur’an UIIL, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: Ull
Press, 1991)
s Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1989)



66

Kalau kita lihat dari perspektif hukum islam terkait takaran tersebut tentunya ini
sangat bertentangan didalam islam ada yang namanya Gharar yaitu merupakan
jenis jual beli yang tidak pasti, sehingga tidak nyata baik dalam bentuk wujud
maupun batasan. Ini termasuk jual beli batil. Karena didalamnya ada
ketidapastian dan terjerumus pada sifat terombang-ambing, ketidakpastian
tersebut menjadikan laksana judi dan ketidaktahuan.

Namun di dalam aturan yang telah ditetapkan oleh instansi meterologi
dan PT pertamina , adanya batasan toleransi takaran BBM yang keluar dari mesin
dispenser yaitu boleh berkurang atau lebih 30 ml setiap 10 liternya itu jika kondisi
mesin dalam kondisi menurun. Hal ini tentunya akan memmpengaruhi porsi
BBM yang akan diterima oleh konsumen akan berkurang dari nominal pembelian
begitu juga dengan konsumen boleh mendapat 30 ml setiap 10 liternya. Dengan
adanya aturan ini semacam menuntut kondisi mesin harus selalu dalam kondisi
baik agar takaran BBM yang keluar dalam batas toleransi yang sudah ditentukan,
aturan ini dibuat tentunya sedikit atau banyak akan mempengaruhi salah satu
pihak yaitu kerugian entah konsumen ataupun pihak SPBU tersebut.

Akan tetapi jika dikaitkan dengan Hukum islam jual beli yang
semacam ini masuk dalam kategori jual beli gharar yang mengandung unsur
resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian
finansial dalam jurnal Al-Igtishad yang ditulis oleh Nadratuzzaman Hosen di mengutip

dari Imam Al-Qarafi
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“Imam Al-Qarafi mengemukakan bahwa gharar adalah suatu akad
yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau
tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu
Taimiyah yang memandang gharar dari segi adanya ketidakpastian
akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat
gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad
tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.” '

Ibnu Mundhir berpendapat bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw yang
telah melarang jual beli gharar yang termasuk di dalamnya cabang cabang jual
beli. Hal tersebut terjadi pada semua jual beli yang diakadkan oleh pihak-pihak
yang bertransaksi dan mengandung ketidaktahuan baik pada penjual dan
pembeli, maupun salah satu di antara keduanya.’”

Imam Nawawi menjelaskan, “Larangan Rasulullah atas transaksi gharar
merupakan sesuatu yang sangat pokok dan penting dalam jual beli”, oleh sebab
itu Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitab shahihnya, banyak kasus
jual beli bahkan tidak terbatas jumlahnya yang masuk dalam kategori gharar.
Misalnya jual beli yang mengandung cacat, jual beli yang tidak ada barangnya,
tidak diketahui obyeknya, tidak mampu diserahterimakan, jual beli yang tidak

dimiliki secara sempurna oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam yang berisikan

banyak air, air susu yang diperah dan berbagai macam jual beli lainnya,

6 Nadratuzzaman Hosen “analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi” Al-Iqgtishad:
Vol. I, No. 1, Januari 2009

" Abu Bakar bin Muhammad bin lbrahim bin al-Mundzir al-Naisaburi, al-Ausat fi al-
Sunan wa al-Ijma’ wa al-lkhtilaf, Tahgiq oleh Dr. Sagir Ahmad bin Muhammad Hanif, (Riyad: Dar
Tayyibah, Cet. 2, 1998), hal. 314.
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semuanya merupakanjual beli bathil karena mengandung gharar dan tidak dalam
keadaan mendesak®

Al-Azhari berpendapat, “gharar adalah bila tidak diiringi dengan ikatan
dan kepercayaan. Al-Asmai’ menambahkan bahwa yang termasuk dalam
kategori gharar, jual beli yang kedua belah pihak yang bertransaksi tidak ketahui
intinya, hingga pada akhirnya mereka tahu kekurangannya.”"

Ibnu Taimiyah mendefenisikan, gharar adalah “Yang tidak diketahui hasil
akhirnya. 7% Definisi ini menggambarkan sesuatu yang ujungnya tersembunyi
dan urusannya kabur, hasilnya meragukan di antara bisa terwujud dan tidak, bila
hasil akhirnya baik bagi pembeli, maka maksud akad terlaksana. Tapi sebaliknya,
bila tidak terwujud maka maksud akad tidak terlaksana. Dalam kitab Nazariyat
al-‘Aqd disebutkan bahwa gharar pertaruhan antara kemungkinan bisa terwujud
dan tidak. Inilah yang dimaksud dengan tersembunyi atau kabur hasil akhirnya.
Kondisi seperti ini semuanya berpulang kepada sampainya obyek transaksi ke
tangan pembeli dan penjual menerima timbal baliknya .8 Penjelasan ini
sesungguhnya menegaskan pendapat beliau ketika mendefenisikan tentang

gharar.

78 Sahih Muslim Bisharhi al-Nawawi (Kairo: Dar al-Rayyan, Jil. 10, 1407H), hal 156.

9 Majiduddin Ubai al-Sa’adat al-Mubarak bin Muhammad bin al-Utsair al-Jazari, Jami
al- Usul fi Ahadits al-Rasul Saw, Tahgiq oleh Abd al-Qadir al-Arnaut (Damaskus: Dar al-Bayan, jil. 10,
1969), 156

8 Ibnu Taimiyah, Majumu’ Fatawa, Tahqiq oleh Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim,
(Madinah Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd, tt

8 |bnu Taimiyah (syaikh al-Islam) Nazariyat al-‘Aqd, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt), 224.
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Membaca definisi-definisi di atas, nampak bahwa pada hakekatnya
praktek gharar bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, baik
pembeli maupun penjual. Sesuatu yang merugikan tersebut pada awalnya
tersembunyi sehingga sangat memungkinkan keduanya akan merasakan
kerugian, atau salah satu pihak dirugikan di atas keuntungan pihak lainnya.
Penulis melihat bahwa gharar meliputi dua bentuk, yaitu: pertama, meragukan
keberadaan obyek antara bisa dicapai atau tidak. Kedua, bentuknya yang tidak
diketahui, baik pada sifat, takaran, timbangan dan semacamnya, kedua bentuk ini
bermuara pada satu kesimpulan bahwa gharar mengandung bahaya.

Dapat ditekankan bahwa Islam tidak melarang suatu akad yang hanya
terkait dengan risiko atau ketidakpastian, hanya bila risiko tersebut sebagai upaya
untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak
lain, maka hal tersebut menjadi gharar. Menurut lbnu Taimiyah sudah jelas
bahwa Allah Swt dan Rasulullah Saw tidak melarang setiap jenis risiko, begitu
juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan
keuntungan atau kerugian ataupun netral (tidak untung dan tidak rugi). Hal yang
dilarang dari kegiatan semacam itu ialah memakan harta orang lain secara tidak
benar, bahkan bila tidak terdapat risiko, bukan risikonya yang dilarang. Yang
menjadikan gharar dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta
orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur risiko,
ketidakpastian ataupun disebut pula dengan game of chance, karena hal ini akan

mengakibatkan merugikan bagi pihak lain



70

Kemudian penulis mengaitkan dengan kaidah figih darurat (kebutuhan
mendesak) bisa membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang Kaidah ini
menjelaskan bahwasanya apa-apa yang terlarang bisa menjadi boleh jika dalam
keadaan terpaksa, asal yang menjadi larangan tersebut lebih rendah dari pada
daruratnya. Seperti dalam jual beli di SPBU jika ketepatan takaran BBM tidak
bisa dipastikan benar-benar tepat karena kondisi mesin yang selalu naik
turun, batas toleransi yang diberikan juga masih dianggap rendah dibandingkan
dengan nominal pembeliannya.®

Hal semacam ini juga bisa di masukkan kedalam kategori gharar yasir
Sedangkan gharar yasir ini adalah tingkat ke-gharar-annya sangat tipis atau
kecil, dan di samping itu terkadang sesuatu hal yang terkadang tidak mungkin
dapat dihindari dalam sebuah kontrak atau transaksi, contoh dari gharar yasir
adalah misalnya menjual rumah tanpa harus melihat fondasinya, kemudian
persewaan pemandian umum meskipun dengan harga yang rata-rata sama meski
orang itu memakai jumlah yang berbeda.

Melihat contoh tersebut, maka dapat dipahami bahwa gharar yasir atau
gharar yang ringan ini memang orang tidak mempermasalahkan atau memang
tidak mungkin untuk diketahui, di samping itu gharar semacam ini secara umum

dipandang sebagai sesuatu yang dapat ditolerir atau dapat dimaklumi.

8 Abbas Arfan, “Kaidah-kaidah Figh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi
Islam & Perbankan Syariah,” (Cetakan pertama, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam,
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 168-169
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Dari penjelasan beberapa ahli figh diatas penulis menarik kesimpulan
bahwa jual beli yang ada di SPBU bukan termasuk dalam jual beli yang
“gharar”, karena akibat dari jual beli di SPBU itu diketahui oleh konsumen dan
pemilik SPBUnya sendiri dan barang yang dijual itu ada dan bisa
diserahterimakan. Kemudian SPBU tersebut menggunakan alat mesin sebagai
media perdagangan yang alat tersebut tidak bisa ditebak baik buruknya (naik
turun) atau bukan manusia secara langsung yang menjalankan jual beli tersebut,
konsumen mengerti akan kondisi itu kemudian takaran BBM yang akan keluar
dari mesin dispenser sudah diatur sesuai dengan permintaan yang sebelumnya
sudah terdapat segel dari instansi metrologi. Pihak SPBU dan konsumen
mengetahui dan memahami dengan adanya aturan batas toleransi yang ada,
sehingga konsumen rela jika takaran BBM yang mereka terima tidak benar-
benar penuh sesuai dengan nominal pembelian asalkan tidak disengaja dalam
jumlah yang besar melebihi batas toleransi,

Jadi menurut penulis model transaksinya yang ada di SPBU sudah bisa
dikatakan sah bukan jual beli “gharar”, karena tidak ada niatan untuk
melakukan kecurangan takaran yang disengaja secara berlebihan Penulis juga
melihat rukun beserta syarat jual beli yang ada di SPBU telah terpenuhi, di
tambah unsur saling rela telah dimiliki oleh kedua belah pihak. Jual beli yang ada
di SPBU ini tidak terdapat tipu muslihat, penipuan atau pemalsuan yang
disengaja seperti bentuk jual beli “gharar” menurut Hukum Islam transaksi jual

beli dengan menggunakan alat untuk menimbangan atau menakar sebagai
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penentu berat suatu barang sah-sah saja dilakukan, asalkan alat atau media yang
digunakan tidak bertentangan dengan syariat. Akan tetapi jika alat yang
digunakan untuk menakar tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah
ditentukan atau dengan kata lain dirubah dari posisi normal dengan maksud untuk
mengurangi berat barang tersebut dan mendapatkan keuntungan yang berlebih

maka dosa besarlah bagi pelakunya dan laknat Allah akan menimpanya.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan uraian dari beberapa bab mengenai
standarisasi takaran SPBU perspektif hukum Islam di SPBU “MINDI”, maka
dapat disimpulkan dari kedua rumusan masalahnya tersebut, yaitu :

1. Praktek jual beli di SPBU MINDI terkait standarisasi takaran pengisian bensin
tidak ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan untuk mendapat keuntungan
yang berlebih seluruh alat yang digunakan telah lolos uji tera ulang dari
pihak-pihak terkait dengan batas toleransi, adanya batasan toleransi karena
adanya kebijakan dari Direktorat Metrologi Departemen Perdagangan, batas
toleransi yang diberikan oleh pihak Pertamina sebesar kurang lebih 0,5 persen
artinya setiap 20 liter BBM yang disalurkan kepada pembeli maka jumlahnya
dapat menjadi plus atau minus dengan maksimum 100 mililiter.

2. Menurut perspektif hukum islam terkait jual beli di SPBU MINDI terkait dengan
standarisasi takaran pengisian bahan bakar umum tidak ditemukan praktek yang
tidak sesuai dengan syarat ataupun hukum jual beli menurut hukum islam yang

menyimpang.
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